
 
 

 
 
 
 

BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI JEPARA  

NOMOR  35 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 
BUPATI JEPARA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89A 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 untuk memberikan acuan penyusunan rencana kerja 
dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta mewujudkan 

penganggaran berbasis prestasi kerja; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018. 
 

Mengingat   :  1. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 

 Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 

 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

 Nomor 4286); 

2. Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang 

 Perbendaharaan   Negara   (Lembaran   Negara    Republik 

 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

 Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4537); 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 
 

(1) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dipimpinnya; 

 
(2) Selain menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD), Kepala SKPKD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD); 

 
(3) Kepala SKPD bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-SKPD 

beserta dokumen pendukungnya; 
 

Pasal 2 
 

(1) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran 
jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran 
berdasarkan prestasi kerja. 

 
(2) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. 
 
(3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perkiraan 

kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam 
tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

 
(4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan 
penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD 
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 



(5) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara 
pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta 
manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan 

keluaran tersebut. 
 

Pasal 3 

 

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Pendekatan 
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan terciptanya 
kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan 
program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 
semester pertama tahun anggaran berjalan. 

 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan 

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-
tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun 
yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang 
direncanakan. 

 
(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk 

pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 
dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

 

Pasal 4 
 

(1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau 
target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar 

pelayanan minimal. 
 
(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran 

keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang 
direncanakan. 

 
(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran 

prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi 
dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 

 
(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 
melaksanakan suatu kegiatan. 

 
(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga 

satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang ditetapkan dengan 
peraturan kepala daerah. 

 
(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib daerah. 

 

Pasal 5 
 

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat rencana 
pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, 
serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai 
dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan 
maju untuk tahun berikutnya. 

 
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi 

tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi 
kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. 



Pasal 6 

 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat 
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang 
dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang. 
 
(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat 

kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing 
diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 

 
(4) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat 

kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup 
defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk 
memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, 
obyek dan rincian obyek pembiayaan. 

 
(5) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 

memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi organisasi. 

 
(6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

 
(7) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. 
 
(8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama 

program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 
 
(9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat nama 

kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 
 

Pasal 7 

 

(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) meliputi masukan, 
keluaran dan hasil. 

 
(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) merupakan 

ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan 
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. 
 
(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) merupakan hasil 

yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari 
suatu kegiatan. 

 

Pasal 8 

 

(1) Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 
dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

 
(2) Pendapatan Asli Daerah yang berupa Retribusi Daerah dan Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada 
masing-masing SKPD pengelola pendapatan daerah. 

 
(3) Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dana Perimbangan, dan Lain-lain 
Pendapatan yang Sah dianggarkan dalam RKA-PPKD pada SKPKD. 



Pasal 9 
 

(1) Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Pegawai dianggarkan dalam 
RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. 

 
(2) Belanja Tidak Langsung yang berupa Belanja Bunga, belanja subsidi, 

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 
keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD 
pada SKPKD. 

 
(3) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing 
SKPD. 

Pasal 10 
 

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan 
 

dalam RKA-PPKD pada SKPKD. 
 

Pasal 11 

 

Penyusunan RKA-SKPD menyesuaikan urusan dan unit organisasi sesuai 
 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 12 
 

Pedoman  teknis yang diperlukan  dalam rangka  penyusunan  dan penelaahan 
 

RKA-SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan 
 

Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 13 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara. 

 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggal 15 Agustus 2017 

 

BUPATI JEPARA, 
 

     ttd 
 

AHMAD MARZUQI 

 

Diundangkan di Jepara 

pada tanggal 15 Agustus 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 
 
         ttd 
 

SHOLIH 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 35 

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN JEPARA 

ttd 

MUH NURSINWAN, SH,MH 

NIP.19640721 1986031013 



  



 


